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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 72 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 10 

TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN 

PANGAN POKOK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARAWANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dan 
Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2014 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Karawang menyebabkan adanya 
perubahan nomenklatur yang mengatur tentang Pengadaan 
Cadangan Pangan Kabupaten Karawang sehingga perlu 
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan 
Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran 
Cadangan Pangan Pokok Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

7.   Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun  2012 tentang  Kebijakan 
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh 
Pemerintah; 

8.  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal; 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E); 

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 
6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 
7); 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor  1 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2015 Nomor 1); 

14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan 
Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; 

15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2014 tentang 
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Karawang. 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN   BUPATI TENTANG  PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI  KARAWANG NOMOR 10 

TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN 

CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, diubah 
sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

BAB III   

ORGANISASI PELAKSANAAN   

Pasal 6 

 
(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan 

pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Karawang yang 

terdiri dari : 

a. Penanggungjawab   

b. Ketua    

c. Sekretaris   

d. Anggota   

(2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran 
cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi 
Regional Karawang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.  

(3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 16a diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara 
cepat dan bersifat segera, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi Penanggulangan Bencana langsung menyalurkan beras 
sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, 
Desa/Kelurahan dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran. 

Pasal 16a 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan 
Bencana dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyaluran 
cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati.  
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karawang. 

 

Ditetapkan di Karawang 
pada tanggal 13 Nopember 2015 

Plt. BUPATI KARAWANG, 

 
ttd 

 

CELLICA NURRACHADIANA 

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal  13 Nopember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 
 

ttd 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  

TAHUN 2015         NOMOR :    72      .  
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 ttd 
 

KIKI SAUBARI 
Pembina TK I 

NIP. 19590125 198503 1 003 

 


